Menimbang :

Mengingat

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan pasal 16 Perda Kabupaten Maluku Barat
Daya Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah,tarif
retribusi pelayanan kebersihan/persampahan dapat ditinjau
kembali selama 3 Tahun dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 69);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161};

12. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 07 Tahun 2013
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor
7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umuimn serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan
Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.

Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan
pengangangkutan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



10.

11.

12.

13.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat.
Pasal 2

Dengan nama Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan Pemerintah

Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan penyediaan lokasi pengolahan

sampah.

(1).

(2).

Pasal 3
Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 yaitu pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan
sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu

pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau

badan yang mendapatkan pelayanan persampahan,/ kebersihan.



BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 adalah golongan retribusi jasa umum.

BAB 111
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan
jenis pelayanan, fungsi bangunan, jangka waktu pelayanan, tingkat dan berat

sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 7
(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi yang dilakukan penyesuaian ditetapkan sebagai berikut :

NO OBJEK RETRIBUSI

GOLONGAN

SATUAN TARIF

1 2

3

4

1. Toko Grosir

Toko Grosir

Rp.

15.000/bulan

2. Lembaga Pelayanan
Kesehatan

1. Rumah Sakit

Rp.

70.000/bulan

2. Puskesmas

Rp.

50.000/bulan

3. Apotik/Dokter Praktek

Rp.

25.000/bulan

3. Pencucian Mobil/Motor Pencucian Mobil/Motor Rp. 10.000/bulan
4. Salon Salon ' Rp. 10.000/bulan
5. | Galon Galon Rp. 10.000/bulan
6. Pangkas Rambut Pangkas Rambut Rp. 5.000/bulan

7. Percetakan/Foto Copy Percetakan/Foto Copy Rp. 10.000/bulan
8. Bengkel Mobil/Motor Rp. 15.000/bulan
9. Perumahan Perumahan Permukiman Rp. 6.000/bulan




BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut di wilayah Daerah

Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB Vi
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 10
(1). Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(3). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 11
(1). Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

(2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 12

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dan pihak lain
yang membantu diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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